
Mengingat 

SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 5 TAHUN 2017. 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANjA DAERAH 

TAHUN ANGGARN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOtA JAKARTA, 

Menimbang 	a. bahwa dengan • adanya perkembangan yang lidak sesuai dengan asumsi 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi 
Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang 
disesuaikan, sehingga diperlukan Penambahan dan/atau pengurangan maupun 
'pergeseran • kegiatan . dan kode rekening Pada Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Bela-nja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 
ditetapkan dengan Peraturan •Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

• 
•  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran • Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang • Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004- tentang F'emeriksaan Pengelolaan dan 
•Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia 
Nomor 4400); * 	• 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
• Perundang-undangan (Lembaran Negara ,RepUblik Indonesia Tahun 	2011 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,• Tambahan 
Lembaga Negara• Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Npmor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan•  dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun•2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2007 Nomor 5);- 

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001); 

15. Peraturan Daerah •Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan •dan 
Administratif Pimpinan -dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 
dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

• Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-ah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah 
Rp. 70.191.958.203.554,00 (tujuh puluh triliun seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima 
puluh delapan juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sejumlah 
Rp. 1.631.617.159.704,00 (satu triliun enam ra:us tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta 
seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 71.823.575.363.258,00 
(tujuh puluh satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus 
enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan 
1. Sem ula 	 Rp 	62.466.130.203.554,00 
2. Bertambah 	 Rp 	51.613.822.981,00  

Jumlah Pendapatan 
setelah Perubahan Rp 	62.517.744.026.535,00 



3 

b. Belanja 
1. Semula 
2. Berkurang 

Jumlah Belanja setelah 
Perubahan 
Surplus setelah Perubahan  

Rp 	63.612.303.305.596,00 
Rp 	(1.790.380.305.116,00) 

Rp 	•9.305.831.336.723,00 

Rp 	61.821.923.000.480,00 

Rp 	695.821.026.055,00 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 

a) Semula 	 Rp 	7.725.828.000.000,00 
b) Bertambah 	 Rp 	1.580.003.336.723,00 
Jumlah Penerimaan 
setelah Perubahan 

2. Pengeluaran 
a) Semula 
b) Bertambah 
Jumlah Pengeluaran 
setelah Perubahan 

Rp 	6.579.654.897.958,00 
Rp 	3.421.997.464.820,00 

 

 

Rp 	10.001.652.362.778,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan 

Pasal 2 

Rp 	(695.821.026.055,00) 
Rp 	 0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 
a. 	Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula 	 Rp 	41.488.193.370.554,00 
2. Bertambah 	 Rp 	199.194.455.981,00  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan 	Rp 	41.687.387.826.535,00 

b. Dana Perimbangan 
1. Semula 
2. Berkurang 
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan 

c. 	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1. Semula 
2. Berkurang 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan• Daerah Yang Sah setelah 
Perubahan 

Rp 18.770.211.233.000,00 
Rp 	(73.870.633.000,00) 
Rp 18.696.340.600.000,00 

Rp 	2.207.725.600.000,00 
Rp 	(73.710.000.000,00)  

Rp 	2.134.015.600.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 
pendapatan : 
a. 	Pajak Daerah 

1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 

b. Retribusi Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan  

ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis 

Rp 35.230.000.000.000,00 
Rp 	129.500.000.000,00  
Rp 35.359.500.000.000,00 

677.885.370.000,00 
2.266.930.000,00 

680.152.300.000,00 

Rp 
Rp 
Rp 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan setelah Perubahan 

d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1. Semula 
2. Bertambah 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
setelah Perubahan 

Rp 	453.338.246.000,00 
Rp 	12.555.438.641,00 

Rp 	465.893.684.641,00 

Rp 	5.126.969.754.554,00 
Rp 	54.872.087.340,00 

Rp 	5.181.841.841.894,00 

(3) 	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
a. 	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. Semula 
2. Bertambah/(Berkurang) 	 • 

huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : 

Rp 	15.621.239.355.000,00 
Rp 	(84.182.304.000,00) 

b. 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan 

Dana Alokasi Umum 

Rp 15.537.057.051.000,00 

1. Semula Rp 0,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

c. 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 

Dana Alokasi Khusus 

Rp 0,00 

1. Semula Rp 3.148.971.878.000,00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 10.311.671.000,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 3.159.283.549.000,00 

(4) 	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. 	Hibah 

1. Semula Rp 2.207.725.600.000,00 
2. Berkurang Rp (73.710.000.000,00) 

b. 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan 

Dana Darurat 

Rp 2.134.015.600.000,00 

1. Semula Rp 0,00 
2. Bertambah/(Berkurang) 	• Rp 0,00 

c. 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Rp 0,00 

Daerah Lainnya 
1. Semula Rp 0,00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

d. 

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Rp 0,00 

1. Semula Rp 0,00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah 

e. 

Perubahan 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Rp 0,00 

Lainnya 
1. Semula 	

• Rp 0,00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 


